BAB IV
ANALISIS ISISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
Permasalahan pembangunan yang masih mdnkan penanganan serius di Kabupaten
Kutai Baratpada periode lima tahun mendatang dapat kita bagi menjadi dua kelompok,

meliputi:

41.1. Permasalahan Umum

Secara umum, permasalahan utama yang masih dihadapi dan perlu diselesaikan dalam

pembangunan lima tahun mendatang di Kabupaten Kutai Barat, di antaranya:

a. Hasithasil pemlangunan cenderung tidak merat&ebagian besar pembangunan,
khususnya sarana dan prasarana dasar publik masih terpusat di pusat kota
kabupaten, sedangkan kcteta kecamatan lain di sekitarnya masih belum banyak
disentuh.

b. Masih terbatasnyasarana dan prasarana (infrastruktur) pendukung aktivitas
ekonomi masyarakat seperti jalan, listrik, air, telepon dan pelabuhan. Keterbatasan
ini menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi bagi investor yang mau
melakukan investasi di Kab. Kutai Barat.s&inping itu, terbatasnya sarana dan
prasarana fisik pendukung aktivitas ekonomi ini juga telah menyebabkan rendahnya
daya saing produk dari usaha ekonomi rakyat menjadi kalah bersaing dengan
produk sejenis dari daerah lain. Hal ini menyebabkan harga prodggulan lokal
yang diterima petani misalnya menjadi rendah.

c. Masih adanya kecamatan dan/atau kampung yang sulit atau bahkan belum dapat
dijangkau dengan moda transportasi darat, sehingga menimbulkan ekonomi biaya
tinggi high cost economy)

d. Masih rendahng kualitas sumber daya manusia (Indeks Pembangunan Manusia =
IPM) yang ditunjukkan oleh masih tingginya tingkat kematian ibu dan balita,
tingginya tingkat penyebaran penyakit, rendahnya angka melek huruf, rendahnya
rata-rata lama sekolah, rendahnya tingkadrtisipasi sekolah, serta masih tingginya

angka kemiskinan;
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Pertumbuhan ekonomi dKabupatenKutai Barat masih didominasi oleh sektor
sektor yang tidak berkaitn langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat lokal
pada umumnya, khususnya terhadap peningkat kesempatan kerja dan
pendapatan penduduk lokalSedangkan pembangunan ekonomi pada bidang
bidang yang banyak menimbulkan lapangan kerja seperti bidang pertanian,
termasuk perkebunan dan peternakan rakyat di dalamnya belum banyak disentuh.
Demikian juggpembangunan di sektor pariwisata yang diperkirakan akan banyak
menyerap tenaga kerja dan memiliki dampak ke masyarakat batsiakld down
effect) yang besar, masih belum banyak diperhatikan;

Tingkat ketimpangan pendapatan perkapita cenderung tinggi damakmm
membesar ketimpangannya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di
sektorsektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal pada umumnya
seperti pertanian lebih rendah dibandingkan dengan sek&ktor yang tidak
secara langsung bersentah dengan masyarakat lokal seperti pertambangan,
hotel, restoran, bangunan dan jasa;

Tingkat kesejahteraan sosikonomi belum merata, artinya masih terkonsentrasi

di sentrausaha,ibu-kota kecamatandanDaerah Cepat Tumbuh (DCT), dengan IPM
(IndeksPembangunan Manusia) berkisar antara8(h

Masih cukup tingginya angka kemiskinan di sejumlah karkamgong kemiskinan
masih menjadi permasalahan serius yang perlu diselesaikan di masa mendatang.
Hal ini diantaranya disebabkan karena sebagian besaryskriidKutai Barat masih
menggantungkan penghasilan usahanya di-sekior pertanian yang tradisional
dengan nilai tambah yang relatif kecil, sehingga tenenerus harus terjebak di
dalam lingkaran keterbatasan tarap hidup soeskbnomi, yang seakaakan nasih
berjalan di tempat (involutif). Karena itulah, maka struktur ekonomi masyarakat
Kutai Barat secara dominan masih berstruktur primer;

Masih tingginya angka pengangguran terutama lkdimpungkampung yang
mencapai 90persendari total pengangguran di Kut8arat dan didominasi oleh
penduduk yang berpendidikan SD ke bawah serta SMA umum;

Sekalipun lebih dari separuh dari penduduk Kutai Barat bekerja di sektor pertanian

di perkampungan(62,86%), namun efisiensi usaha di sektor ini masih rendah,
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bahkan yang @ling rendah dibandingkan sektsektor ekonomi lainnya, yaitu
hanya 9,63;

Masyarakat kampungampung di Kutai Barat belum mampu secara kreatif, inovatif
dan produktif untuk memanfaatkan SDA yang tersedia di sekitarnya, lantaran masih
terbatasnya pengetahan, keterampilan, modal usaha dan teknologi yang tepat
guna (madya) untuk mengelola berbagai usaha ekonomi produktif, sehingga
pendapatan ihcome@ masyarakat dan rumah tangga pun tidak bisa meningkat
secara signifikan dalam rangka peningkatan kesejahtergarKesejahteraan yang
dimaksud, terutama adalah untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang mendasar
(basic human needlsseperti pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan,
dan lainlain.

Mulai pudarnya budaya leluhur, khususnya sikap gotong royolegrdmasyarakat.

. Penyebaran penduduk yang relatif tidak merata dengan tingkat kepadatan
penduduk yang rendabh;

Terdapatsejumlah daerah rawan bencana tanah longsor dan kemiringan yang tinggi
sehingga menyebabkan sejumlah daerah menjadi sulit dijangkau.

Kerwsakan lingkungan akibat aktivitas penambangan dan rawan banjir yang

disebabkan karena kerusakan hutan;

Permasalahan Khusus

Secara khusus, permasalahan utama yang masih dihadapi dan perlu diselesaikan dalam

pembangunan lima tahun mendatang di Kabupaten aKuBarat dapat dikelompokkan

berdasarkan bidanfidang pembangunan, di antaranya:

1. Urusan Wajib
a. Bidang Pendidikan

Berdasarkan data indikator capaian bidang pendidikan dari tahun -201%,

adalah sebagai berikut :

Tabel 41. Indikator Capaian Bidang Pendidikan Tahun 22015
Indikator Kinerja Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Ratarata Lama Sekolah 8,20 | 821 | 842 | 8,40 | 8,53
Angka Putus Sekolah SD/MI 0,17 | 0,13 0,1 0,07 | 0,07
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Indikator Kinerja Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Angka Putus Sekolah SDSMP/Mt; 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,29

Angka Putus Sekolah

SMA/MA/SMK 0,18 | 0,1 0,3 0,02 | 0,02

ég%"’l‘ Partisipasi Kasar (APK) % | 104,53 105,54 105,52 109,75| 115,28
Angka Partisipasi Kasar (APK) 0

SMP/Mits % 100,03| 96,02 | 79,58 | 100,22| 103,9
Angka Partisipasi Kasar (APK) o

SMA/MA/SMK % 83,35 | 77,03 | 77,03 | 87,8 | 97,03
égg,\k/ﬁ‘ Partisipasi Murni (APM) % | 89,08| 96,91 | 93,17 | 93,45 | 100,66
Angka Partisipasi Murni (APM) o

SMP/Mts % 70,29 | 75,25 | 68,83 | 70,96 | 72,64
Angka Partisipasi Murni (APM) o

SMA/MA/SMK % 57,68 | 60,91 | 59,00 | 60,79 | 61,29
AngkaMelek Huruf % 96,60 | 96,84 | 97,05 | 97,22 | 98,60
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Gambar 41. Grafik Perbandingan Indikator Bidang Pendidikan

Berdasakan dari grafik pada gambar 4dapatdilihat permasalahaipermasalahan
yang ada dalam urusan pendidikan di Kabupaten Kutai Barat, Antara Lain:

1. Masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah yaitu

SMA dan SMK, yang disebabkan karena ketidakmampuan orang tua dalam

membiayai pendidikan anaknya, juga karena kondisi geografis dan keterbatasan

sarana transportasi yang ada untuk mencapai lokasi sekolah.
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2. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran orang tua tentang pentingnya
pendidikan dasar bagi anak, sehingga motivasijleknak rendah. Kondisi ini
tidak terlepas dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan pengetahuan
orang tua yang juga relatif rendah.

3. Masih rendahnya kualitas pendidikan yaitu dengan mengacu pada hasil UAS BN
SD/MI, UN SMP/MTs dan UN SMA/MA/SMK.

4. Masih banyak Guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikaae®ta Guru
PTT yang berlatar belakang pendidikan non keguruan sehingga berpengaruh
pada proses belajar mengajar di kelas sehingga kurang mampu
mengembangkan pengetahuan peserta didik

5. Masih kurangnya fasilitas pendukung pendidikan berupa laboratorium dan
fasilitas lain yang memadai seperti terbatasnya ketersediaan buku pelajaran
yang akan mengganggu proses belajar mengajar.

6. Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan secara terus menerus dari
kegiatan pendidikan formal dan non formal yang dilakukan oleh beberapa

organisasi atau lembaga swadaya masyarakat setempat

b. Bidang Kesehatan
Indikator bidang kesehatan disajikan dalam table berikut:

Tabel 42. Indikator Capaian BidantesehatarmTahun 20112015

Indikator Kinerja Satuan| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
AngkaKematian Bayi Kasus| 35 13
Angka Kematian Ibu Kasus| 7 10 6 4 10
Persentase Balita Gizi Buruk % 5,15
Rasio Posyandu Per Satuan Bality % 16,35

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pust

0,
per Satuan Penduduk & 0,49
Rasio Rumah Sakit Per Satuan % 0,006
Penduduk
Rasio Dokter Per Satuan Pendud| % 0,37
Rasio Tenaga Medis Per Satuan % 224
Penduduk
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Grafik Indikator Bidang Kesehatan
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Gambar 4£. Grafik Perbandingan Indikator Bidang Kesehatan

Berdasakan data dari grafik pada gambar 4.2, masih terlihat beberapa

permasalahan yang ada pada bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Barat, antara

lain:

1.

Proses pengadaan obBitcatalogtayang di LPSE sebagian besar bulan juni dan
obat baru datang pada bulan September s/d Desember sehingga sempat
terjadi kekosongan obat.

Kurang tersedianya transportasi ke lokasi/Puskesmas karena tidak adanya
kendaraan opersional sementara tim pendamping akreditasi memerlukan
waktu hingga 6 bulan berturtturut untuk ke lokasi;

Masih kurangnya jumlah dokter, bidan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
yang terlatih APN, MTBS, manajenespiksia BBLR, SDIDTK dan belum semua
perawat yang menangani balita sakit dilatih MTBS dan SDIDTK;

Belum seragamnya pemahaman tentang mekanisme Pengelolaan Keuangan
dana kapitasi JKN berdasarkan PERPRES No. 32 di tingkat Puskesmas dan tidak
adanya dana untuk pertemuan koordinasi dengan 18 €arslas;

Kurangnya pengetahuan petugas Puskesmas dalam penggunaan P_care untuk
mengisi data cakupan pelayanan peserta JKN melalui software P_care sehingga
sulit mendapatkan informasi cakupan pelayanan peserta JKN setiap bulan;
Masih lambatnya Puskesmas malikn klaim kepada pemberi jaminan

kesehatan setiap bulan baik kepada BPJS, Jamkesda dan Jamkesprov;
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7. Sebagian Pengelola program Promkes di PKM belum tahu tentang uraian tugas

penyuluh kesehatan di Puskesmas

8. Masih kurangnya tenaga Pengelola program PromkePKM, dari 9 orang
Pengelola program Promkes merangkap sebagai pemegang program lainnya,
sehingga tugas utamanya sebagai petugas penyuluh kesehatan tidak maksimal

9. Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar belum memiliki izin Amdal sebagai

persyaratan mutlak RunmaSakit Pemerintah.

10. Kondisi gedung RS banyak yang tidak sesuai dengan struktur persyaratan fisik

Akreditasi untuk peningkatan pelayanan.

11. Masih ada peralatan canggih yang belum bisa dioperasionalkan, terkendala

masih ada SDM yang belum memiliki sertifikesbagai persyaratan untuk

mengoperasionalkan alat canggih tersebut.

Bidang Pekerjaan Umurdan Penataan Ruang

Indikator pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang disajikan dalam tabel

berikut:

Tabel 43. Indikator Capaian BidarRRekerjaan Umum dan Penataan Rudiagpun
2011-2015

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Kampung Belum Dapa
Dilalui Dengan Jalur Darat

Kampung

44

3

3

Persentase jalan
Kabupaten/Jalan Desa dalam
kondisi mantap

%

74,82

86,42

88,55

Persentase jembatan dalam
kondisi baik

%

97,47

98,36

98,93

Panjang Jalan yang terbangun

km

231,01

342,61

Rasio Ruang Terbuka Hijau Pe
Satuan Luas Wilayah Ber
HPL/HGB

%

10,04

10,04

10,04

Rasio Bangunan BdMB Per
SatuanBangunan

%

1,56

1,75

1,86

Rasio Jumlah luas wilayah
kebanjiran

%

10

6,66

18

Proporsi panjang jaringan jalar
dalam kondisi baik

%

85

Rasio tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuan

penduduk

M3 Per
Pendudukan

0,75
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Grafik Indikator Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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Gambar 43. Grafik Perbandingan Indikator Bidang Pekerjaan Umum dan Pen
Ruang

Berdasarkan dari analisis data capaiadikator pada tabel 4.3 dan grafik 4.3,

masih ada permasalah pada bidang pekerjaan umum plmataan ruang di

Kabupaten kutai barat, antara lain:

1. Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalg@enghubung antar
desa’/kampung, antar kecamatan sent@enuju sentra pertaniatperkebunan
dan wisata sehinggapembangunan jalan masih belum mampu meragat
keterisolasian wilayah dan masih terpusat di daerah perkotaan dan kecamatan
sebagai pusapusat pertumbuhan

2. Masihtingginya kerusakan jaringan irigasi;

3. Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbabh,
sampah, drainase);

4. Belum opimalnya upaya pembenahan pemukiman dan rumah tidak layak huni;

5. Belum optimalnya upaya penyediaan dan penggunaan air bersih dan listrik bagi
masyarakat;

6. Menurunnya daya tampung sungsehingga menyebabkarelum optimalnya
upaya penanggulangan daerah rawzemjir dan penanganan masyarakat yang

bermukim di tepian sungai.
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7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi persyaratan
administratif dan teknis pembangunan bangunan tempat tinggal dan usaha;

8. Masih tingginya alifungsi lahan.

9. Belum memadainygranata bidang penataaruang khususnya rencana rinci
tata ruang;

10. Belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NBiging
Penataan Ruang

11. Menurunnya ketersedianya ruang untigktahanan pangan dan ruang terbuka
hijau (RTH) publik;

12. Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat
fisik lingkungan, kebencanaamaupun ekonomi pada kawasan strategis
kabupaten

13. Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai apeambangunan di

daerah

d. BidangPerencanaarPembangunan

Permasalahan utamai bidangperencanaan pembangunadalah:

1. Belum optimalnya kertersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk
menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat Kabupaten maupun masing
masing SKPD;

2. Belum optimalnya keterlibatawakil masyarakat dan masyarakat dalam proses
penganggaran;

3. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan
perencanaan;

4. Masih ada SKPD yang belum memahami tentang program prioritas daerah
yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Baeit 20112016;

5. Ketidaksesuaian tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait
sehingga menyulitkan dalam proses perencanaan daerah

6. Adanya beberapa Program dan Kegiatan SKPD yang lsdaoai dengan
Program di RPIJMD.
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e. BidangPerumahan darKawasan Pemukiman

Permasalahan utamai bidang perumahadan kawasan pemukimaadalah:

1. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat yang kadang menimbulkan ekstrim
sosial saat pelaksanaan program/kegiatan seperti pembongkaran perkarangan
rumah untuk saluran pebuangan, penebangan pohon yang mengganggu
keindahan, pembuatan dan pemeliharaan parit yang harus membongkar teras
rumah penduduk.

2. Banyaknya kegiatan dan program yang bersifat teknis sehinggaerlukan
pegawai baik Esselon atau Non Esselon dengan latakdey pendidikan
teknik guna menunjang kegiatdegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebersihan
dan Pertamanan.

3. Di TPA Belau membutuhkan sarana prasarana pengelolaaan sampah untuk

mendukung proses pekerjaan yang saat ini masih dilakukan secata manual

f. BidangPerhubungan
Data capaian ind&or bidang perhubungadisajikan pada tabel berikut:
Tabel 4. Indikator Capaian BidarRgerhubungarmahun 20112015

Indikator Kinerja Satuan| 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Arus Penumpang | 0 | 46 957 | 158.506| 226.101| 199.229] 161.442

AngkutanUmum
Rasio Izin Trayek % 20
Jumlah uji kir angkutan 1.885 | 2.281 | 1.973 | 2.956 | 3.689
umum

Grafik Indikator Bidang Perhubungan

m2011 2012 ®2013 m2014 m2015
226.076
199.211
149.961
20 3.689
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Rasio lzin Trayek Jumlah uji kir angkutan umum
P

Gambar 44. Grafik Perbandingan Indikator Perhubungan
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erdasakan dari grafik diatas, dapat dilihat permasalahan yang masih ada pada
bidang perhubungan diantranya:
1. . St dzy GSNBRSRAILFY&F Y2RI GNIYyaLR2NIlFaiA nYdz
2. Masih kurangnyéasilitas perlengkapan transportasi darat, sungai dan udara;
3. Belum memadainya keberadadrandar udara untuk menampung penumpang
danbarang
4. Kecenderungan masyarakat untuk beralih dari mengandalkan transportasi
sungai ke transportasi darat dan udameenjadi semakin besar. Hal ini tidak
didukung dengan peningkatan sarana dan prasaran sertat&siglelayanan

untuk transportasi darat dan udara

g. BidangLingkungan Hidup
Indikator bidang perhubungan disajikan pada tabel dibawah:
Tabel 45. Indikator Capaian Bidangngkungan Hidupahun 20132015

Indikator Kinerja Satuan | 2011|2012| 2013| 2014 | 2015
Cakupan pengawasan terhadap pelaksang |
AMDAL % 30 | 35 | 38
Persentase perusahaan yang berpotensi
mengganggu lingkungan hidup yang telah % 69 | 70 | 40
memiliki AMDAL
Tingkat _cakupan pengawasan dan penega % 60 | 100 | 25
hukum lingkungan hidup
P_ersentase kasus pelanggz_aran terhadap % 100 | 100 | 100
Lingkungan yang terselesaikan
'I_'mgkat kerusakan dan pencemaran % 10 10 7
lingkungan
Tingkat Kualitas Lingkungan Hidup (rata ra
peningkatan kualitas Udara ambien dan % 92
Kualitas air)
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Cakupan pengawasan Persentase perusahaan  Tingkat cakupan Persentase kasus  Tingkat kerusakan dan Tingkat Kualitas

terhadap pelaksanaan yang bemotensi pengawasan dan pelanggaran terhadap pencemaran lingkungan Lingkungan Hidup (rata

AMDAL mengganggu lingkungan  penegakan hukum Lingkungan yang rata peningkatan
hidup yang telah lingkungan hidup terselesaikan kualitas Udara ambien
memiliki AMDAL dan Kualitas air)

Gambar 4. Grafik Perbandingan Indikator Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan tingkatapaian indilator pada tabel dan grafik diatas, masih terdapat

permasalahan pada bidang lingkungan hidugabupaten Kutai Barat, antara lain:

1.

Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding
dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang
dilakukan.

Waktu  kritis atau titik jenuh dari kemampuan alam dalam
menampung/menghdapi laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akan
sangat berpengaruh pada perencanaan program yang akan semakin kompleks,
biaya yang semakin tak terjangkau, lama pemulihan dan kemampuan
menanggulangi dampak yang terjadi.

Adanya pola pemikiran dasebagian masyarakat baik dari kalangan industri
maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta
mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau
motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Kurangnya kesadaran myarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan
melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran

dari Sumber Data domestik dan emisi kendaraan bermotor.
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6. Jumlah beban pencemaran dari industri dan kematisaha lain baik skala

besar, menengah maupun kecil cenderung semakin meningkat.

7. Kemampuan alam dalam menerima kondisi kerusakan yang dialaminya pada

titik tertentu akan memiliki titik jenuh dimana alam sukar atau hampir

mustahil untuk dipulihkan ke dndisi semula meskipun dengan waktu

pemulihan yang sangat panjang. Hal ini bisa terjadi apabila laju kerusakan yang

terjadi tidak sebanding dengan usaha pemulihan yang dilakukan

h. BidangAdministrasiKependudukan darPenatatan Sipil

Data indilator bidangadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil disajikan

pada tabel berikut:

Tabel 46. Indikator Capaian Bidargdministrasi Kependudukan dan Pencatatan
SipilTahun 20112015

Indikator Kinerja Satuan 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Rasio Penduduk berKTP Per % 50,06 | 79.01 | 84.37 | 41,05 | 92.31

Satuan Penduduk

Kepemilikan akta kelahiran pel Per 1000

1000 penduduk penduduk 346,43 315,20 321,29
Rasio pasangan berakte nikah % 9,83 | 12,75 | 20,10

Grafik Indikator Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Gambar 46. Grafik Perbandingan Indikator Bidafsgministrasi Kependudukan d:

Pencatatan Sipil
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Berdasarkan grafik perbandingan imair selama 5 tahun, masih terdapat

permasalahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

antara lan:

1. Belum optimalnya pelaksanaankd P

2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan dan mencatatkan
diri di catatan sipil berupa Akte Kelahirakte KematianAkte Perkawinan dan
Akte Perceraian

3. Belum Optimalnya pengendalian pertumbuhgenduduk sebagai upaya

meningkatkan kualitas penduduk

i. Bidang Pemberdayaan Perempuan
Data perbandingan ind#tor bidang pemberdayaan perempuan disajikan pada
tabel berikut:

Tabel 47. Indikator Capaian BidarRemberdayaaerempuan dan perlindunagn
AnakTahun 20112015

Indikator Kinerja Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Persentase Partlglpa3| Perempuari % 42.70| 46,75| 43,88
Lembaga Pemerintah
Keterwakilan Perempuan Di DPRO % 8 12 16
Partisipasi Angkatan Kerja % 71,60
Perempuan
Angka melek huruf perempuan usi % 96.01| 98.10| 96,80
15 tahun ke atas
Kasus KDRT Kasus 6 0 0 3 16
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Grafik Indikator Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
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Gambar 47. Grafik Perbandingan Indikator Bidahgmberdayaan Perempuar
dan Perlindungarnak

Grafik 4.7 menunjukan masih adanya permasalahan dibidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak antara lain:

1. Berupa masih rendahnya partisipi perempuan dalam pembangunan ;

2. Masih rendahnya dterwakilan perempuan dalam tug#ésgas sebagai wakil
rakyat.

3. Masih tingginya permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

4. Masih kurang nya keinginan masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap
tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

5. Masih tingginya presentase pekerja dibawahur.

6. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang pada Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, termasuk
keterbatasan status kelembagaan;

7. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan komitmen eksekutif, legislatif dan
yudikatif tentangpemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan
perempuan dan anak dari korban kekerasan pada SHHD dalam
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat; dan

8. Kurangnya pemahaman para pihak terhadap Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berana berdampak pada alokasi anggaran
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kegiatan yang kurang memadai, tidak relevan dengan indikator serta tidak

berkelanjutan

j- BidangKepemudaan dan Olahraga
Permasalahan yang masih dihadapi bidakgpemudaan dan Olahragadi
antaranya:
1. Terbatasnyaketersediaan sarana olahraga baik berskala nasional maupun
internasiona]
2. terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas
generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri

3. Masih rendahnya kualitas atlit

k. BidangKomunikasi darinformatika

Permasalahan yang masih dihadapi bidakgmunikasi dan Informatikadi

antaranya:

1. Masih Terjadinya Kesenjangan Di Bidang Komunikasi Sosiall &aologi
Informasi (Digital Devide) Dimasyarakat Khususnya Aitasa Dan Kofa

2. Belum optimalnygenyebar luasan informasi kepada masyarakat

3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam PenyelenggBeamerintahan dan
Pelayanan Publik

4. Belum adanya rencana induk tata kelola TIK

5. Masih terbatasnya Sarana dan prasarana Monitoring Isi Siaran di Meldigisi

dan Radio.

I.  Bidang sosial
Indikator dibidang social antara lain:
Tabel 48. Indikator Capaian BidargpsialTahun 20142015

Indikator Kinerja Satuan | 2011 |2012| 2013| 2014 | 2015
Jumlah fakir miskin yang ditangani KK 44 | 50 | 119
Jumlah anak terlantar yang ditangani Orang 65 | 67 | 60
Jumlah korban bencana yang ditangan orang 1114| 544 | 2404
Jumlah wanita rawan sosial yang dibina | orang 7 6 5
Jumlah penyandang cacat yang dibina orang 1 2 7
Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB KK 400 | 300 | 460
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Indikator Kinerja Satuan | 2011|2012| 2013| 2014 | 2015

yang memperoleh bantuan modal usaha

Jumlah anak putus sekolah yang dibina | Orang 36 10 9
Klomunltas Adat Terpencil (KAT) yang KK 60 | 115 | 62
diberdayakan

Jumlah Panti Asuhan Unit 2 2 2

Grafik Indikator Bidang Sosial
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Gambar 48. Grafik Perbandingan Indikator Bida®gsial

Berdasakan data diatas, dapat dilihatepmasalahan yang masih dihadapi bidang

sosial, berupa:

1. Belum optimalnya penanganan bagi para penyandang cacat dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan SoglaMKS)

2. Tingginya angka penyalagunaan narkoba.

3. Masih rendahnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana
social

4. Masih kurangnyaarana dan prasarana di pastsal, panti jompodantempat
penanganan ganggi kejiwaan

5. Terbatasnya SDM aparatuaryg mampu bekerja secara profesional terutama
bagi pekerja sosial lapangan dan penata administrasi di SKPD.

6. Terbatasnya sumber pembiyaan untuk kelancaran pelaksanaan program dan

kegiatan strategis seperti penanggulangan bencana; Pemberdayaan fakir
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miskin;Pembinaan dan pemberdayaan para anak terlantar dan putus sekolah;

Pelayanan bagi para penyandang cacat dan lansia; Pembinaan WTS,

gelandangan dan pengemis.

7. Sulitnya pelaksanaan tugas pendataan masalah PMKS, karena terbatasnya

fasilitas transportasi dan bja operasional kegiatan.

8. Belum terbinanya para petugas sosial lapangan, karena tidak adanya biaya

operasional kegiatan

m. BidangKearsipan
Permasalahan yang masih dihadapi bid&egrsipanberupa:
1. Masih minimnya kapasilas SDM pengelola kearsipan paoigsional belum

ada yang memadai.

2. Belum adanya tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan, baik di kantor Arsip

dan Perpustakaan maupun di masimgsing instansi
3. Masih kurang kebutuhan sarana kearsipan untuk Depo arsip sepkmipeck
Rak arsip, Rgkenyimpanan arsip arsitektur, foto dan film.

4. Standar honorarium arsiparis masih rendah sehingga kurang diminati.

5. Kurangnya perhatian dan pemahaman pada tiap instansi maupun petugas

khusus pengelola kearsipan tentang pentingnya arsip. Arsip terkadang masih

dianggap sebagai sebuah aktivitas yang menjenuhkan

n. BidangPerpustakaan

Permasalahan yang masih dihadapi bidRegpustakaanberupa:

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan

bagi pengembangan kualitas bangsa;

2. Terbatasny&uantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan.

0. BidangTenaga Kerja

Datacapaian indiator bidang tenaga kerja disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 49. Indikator Capaian Bidarignaga Kerjdahun 20112015
Indikator Kinerja Satuan 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Tingkat Partisipasi Angkatan Ke

0
(TPAK) Yo 68,99 | 77 74,74 | 74,74 | 72,31
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Indikator Kinerja Satuan 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Rasio Penduduk Yang Bekerja 0,91 | 0,71 | 0,81
Presentase Pekerja Yang

. % 14,59 | 12,50 | 24,52
ditempatkan
Angka Pengangguran % 8,70 12 7,11
TingkatKecelakaan Kerja Kasus 50 53 23
Tlngkat Pemutusan Hubungan Kasus 50 57 72
Kerja
Jumlah perusahaan yang menja
kerjasama dengan pemerintah Perusahan 84 84 50

dalam penyediaan bursa tenagag
kerja

Grafik Indikator Bidang Tenaga Kerja
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Gambar 8. Grafik Perbandingan Indikatdenaaa Keria

Berdasarkan tabel dan grafik 4.9 diatas, masih terdapat beberapa permasalahan

dalam bidang tenaga kerja di Kabupaten Kutai Barat, antara lain:

Permasalahan yang masih dihadapi bidemgaga kerjameliputi:

1. Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang membutuhkan lapangan
pekerjaan;

2. Pencari kerja lokal sangat didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat
pendidikan maksimal SLTA, sehingga tidak mampu memenuhi posisi lapangan
kerja yang memadai di sektformal dan kalah bersaing dengan pencari kerja

yang berasal dari luar masyarakat Kutai Barat;
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3. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifik&stidaksesuaian latar
belakang pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kevgnjadi salah satu
penyebab belum tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi

4. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal

5. Terbatasnya sarana prasargpelatihan di BLK

p. BidangOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuandagerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Data indilator dari bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah. Perangkat daerah. Kepegawaian dan persandian disajikan dalam
tabel berikut:

Tabel 410. Indikator Capaian Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Tahun 20112015

Indikator Kinerja Satuan |2011|2012| 2013 | 2014 | 2015

Kasus per

Angka Kriminalitas 10.000 1,72 | 150 | 1,23
Penduduk

Jumlah Demo Demo 4 2 1

Rasio Pos Siskamling Per Jumlah 5 5 2

Desa/Kelurahan

. Orang per

Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 10.000 148,42 139 149

Penduduk
Penduduka|

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja

10.000 Penduduk Orang 11 19 19

Persentase Tingkat Penyelesaian

Pelanggaran K3 o

(Ketertiban,Ketentraman,Keindahat % 33,151 45 45

Di Kabupaten / Kota

Indeks kepuasan masy'/.grakat dalan Skor 78.208| 78,336 81,80

proses Pelayanan Perijinan

Indeks Persepsi Korupsi Skor 5,70

Persentas&SKPD yang menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Insta % 62,49 | 76,79 | 96,08

Pemerintah (LAK)P

P'ersentas';e LAKIP SKPD yang % 2222 30,7 | 47,00

dievaluasi

Persen'tase Pgngaduan Masyaraka| % 2333 2333| 100

yang ditangani

Persentase Jumlah temuan

pemeriksaan Reguler yang telah % 59,65 | 70,2 | 84,97

ditindaklanjuti

Opini BPK WTP
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Indikator Kinerja Satuan |[2011|2012| 2013 | 2014 | 2015
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Gambar 410. Grafik Perbandingamdikator Bidang Otonomi Daerah, Pemerintal
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan
Persandian

Berdasakan hasil anlisa dari tabel dan grafik 4.1thasih ada permasalahan pada

bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, antara lain:

1. Masih belum optimalnya kualitas SDM aparaturterutama dalam hal

profesionalisme dan disiplin

Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai déwayapetensi

Penegakkan hukum masih lemah dan beloptimalnya perlindungan hukum

Pendataan aset yang belum terselesaikan daangd asetaset yang belum

tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau mastaraka

2.
dan hasil analisis kebutuhan jabatan
3.
dan hak asasi manusia (HAM)
4.
5.

Sumberpendapatan daerah dari BUMD masih terbatasnyebabkan rasih

rendahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menopang

pembiayaan pembangunan eeah;
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6. Semakin menurunnya penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan
yang selama ini menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan;

7. Belum efisien dan efektifnya pengelolaan keuangan daerah;

8. Masihbelum optimalnygengawasan pembangunan dan keuanganrdae

9. Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat

g. Bidang pemberdayaan masyarakat déresa

Data indilator bidang pemberdayaan masyarakat dan alesajikan pada tabel

berikut:

Tabel 411. Indikator CapaiafPemberdayaan Masyarakat dan Ddsdun 2011

2015
Indikator Kinerja Satuan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Per'sentas'e _Kampung/KeIurahan yang % 80 80 100
tertib administrasi
Jumlah LSM yang aktif Buah 7 6 10
Persentase Posyandu aktif % 57,24 60 |51,88
Persentase PKK aktif % 90,38| 92,48 89,69
Persentase Alokasi Dana Kampung (A % 97.50| 190 | 99,47
sesuai peruntukkannya
Persentase capaian keberhasilan
pelaksanaan Program Nasional % 100 | 100
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Grafik Indikator Bidang Pemberdayaan masyarakat dan
desa
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Gambar 411. Grafik Perbandingan Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarak:
Desa
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Berdasakan Hasil analisa dari tabel dan grafik 4.11, masih ada beberapa

permasalahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, antar®llaimnya

sarana dan prasarananumdi pedesaan

1.

Belum optimalnya pengelolaan dan penggunaan Usaha Bersama Kampung
(UBK) dan Usaha Ekonomi Mikro Kampung dalam upaya memberdayakan
masyarakat kampung;

Belum optimalnya peran lembaga keswadayaan masyarakdam upaya
memberdayakan masyarakat kampung.

Rendahnya kualitas SDM aparatur kampung dalam merencanakan,
melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan kampung.

Belum Optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya
penanggulangan kemiskinan yangitéegras

Masih rexdahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan

berusaha

r. BidangKoperasi dan UKM

Permasalahan yang masih dihadapi bideagerasi dan UKMmeliputi:

1.

Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha
koperasi.

Rendahnya SDM, akses paspenggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses
pembiayaan, informasi dakelembagaan

Daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengahrkatiah
dibandingkan dengan produk impor

Rendahnya inovasi dapengembangaimproduk;

Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam

pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud

2. UrusanPilihan

a. Bidang pertanian

Data indilator urusan pertanian disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 412. Indikator Capaiatdrusan Pertaniafahun 20112015

Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Luas Lahan Produktif ha 143.639| 143.639| 143.639| 143.639| 145039
Jumlah penduduk yany | g 56 | 69,756 | 76.900 | 64.083 | 65.547
bekerja sebagai petan|
Produktivitas tanaman
Padisawah (kwintal/ha) | 39,67 | 41,23 | 42,3 | 42,65 | 42,70
(kwintal/ha)

Produktivitas tanaman
Padi Ladang (kwintal/ha) | 28,60 | 29,44 | 31,28 | 31,89 31,94
(kwintal/ha)
Produkiivitas @naman| ., vivcaihay | 2188 | 21,93 | 21,88 | 21,45 | 21,98
Jagundkwintal/ha) ' ' ' ' ’
Produktivitas tanaman
Kacang Tanah (kwintal/ha) | 10,83 | 10,82 | 10,85 10,89 10,93
(kwintal/ha)
Produktivitas tanamani, .oounay | 219.68 | 217,83 | 223,83 | 223.92 | 223.93
Ubi Kayukwintal/ha) ' ’ ’ ’ '
Produktivitas tanaman|, .oaimay | 90,00 | 91,32 | 92,69 | 90,00 | 90,86
UbiJalar
Produktivitas tanaman
perkebunanKelapa (kwintal/ha) | 8,21 9,36 10,01 | 12,95 | 14,37
Sawit
Produktivitas tanamani , ainay | 019 | 019 | 202 | 223 | 214
perkebunanKakao
gg’;“ks' daging temak Kg 100.969| 110.734| 109.617| 110.557| 111.727
produksi daging ternak Kg 3.170 | 3.408 | 3.779 | 3.801 | 3.887
Kerbau
gg)g”ks' daging temak Kg 181.469| 182.270| 149.752| 149.767| 151.643
produksi daging ternak Kg 320.010| 321.522| 312.290| 312.306| 315.714
Ayam Pedaging
produksi daging terna kg 81.672 | 83.147 | 72.707 | 72.723 | 73.583
Ayam Buras
ﬂifd“ks' daging ternak Kg 3.128 | 3.503 | 4.028 | 4.045 | 4.080
produksi daging ternak 5945 | 6.302 | 6.345 | 6.538 | 6.504
Kambing
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Produkt Produkt Pmdukl

Gambar 412. GrafikPerbandingan Indikator Urusan Pertanian

Berdasarkan analisa pada tabe dan grafik 4.12, masih terdapat beberapa

permasalahan pada urusan pertanian, antara lain:

1. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian (share PDRB/ jumlah tenaga kerja)
dan NTRang diakibatkan oleproduksi dan produktivitas yang belum optimal

2. Belum optimalnya upaya untuk mengembangkan keterkaitan pembangunan di
bidang pertanian dengan pembangunan industri pengolahan Heesil
pertanian.

3. Belum optimalnya pemanfaatan potensenikanan, khususnya perikanan air
tawar atau sungai;

4. Belum optimalnya peranan pertanian tanaman pangan dan peternakan dalam
mendukung ketahanan pangan lokal;

Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian

o

Rendahnya kemapuapetani dalam akses teknologi, informasi pemasaran,

sarana prauksi, dan permodalan
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b. Bidang pariwisata

Permasalahan yang dihadapi di bidang pariwisata meliputi:

1.

Belum optimalnya pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata (OTW)
yang ada di wilayah Kutai Barat;

Kurangnya promosi dan pemasaran OTW dalam upaya meningkatkan
kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara;

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung wisata

Belum memiliki ikon wisata dan paket yakgmprehensif dan berdaya saing

Belum melembagnya sadar wisata baik padmasyarakat lokal, pelaku

pariwisata maupun wisatawan

c. BidangPeiindustrian

Permasalahan yang dihadapi di bidgrsgindustrian meliputi:

1.
2.

Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB
Belum optimalnya upaygengembangan industri kecil dan menengah dalam
pemanfaatan potensi lokal yang berkaitan langsung dengan upaya penciptaan

lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

d. BidangPerdagangan

Permasalahan yang dihadapi di bidgrggindustrian meliputi:

1.
2.

Belumoptimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri;

Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to
P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan
Pemerintah (G to G)

Masih terjadi Fluktuasi indeks harga konsumemg berpengaruh pada daya
beli.
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4.2. ISU STRATEGIS
4.2.1. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPIJIMMN)J@(®L5

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 262819 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun
waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang
penyusunannya megacu kepada RPJPN 2a®5. Dengan memperhatikan capaian
pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, RPJMN
YSySGFrLN Iy +*AaA LYR2YSAAl HnmpI &l AlGdz a¢ SNBdz
Berkepribadian Berlandaskan GotpNR € 2 y 3 € ®

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan deates berlandaskan
negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebaaktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Perwujudan visi dan misi RPJMN 2@TA 9 dilakukan malui 9 agenda pembangunan
yaitu:
1. Menghadikan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dapinggiran dengan memperkuat daerdlerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.
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Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Inisia.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bdr@sgsa Asia lainnya.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sede&tor strategis
ekonomi domestik

Melakukan revolusi karakter bangsa.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sembilan (9) agenda tersebut dicapai dengan strategi pembangunan yang dikenal

dengan tiga (3) dimensi pembangunan yaitu:

1.

Dimensi PembangunarManusia yang terdiri dari : Pendidikan, Kesehatan,
Perumahan dan Mental/Karakter;

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yang terdiri dari : Kedaulatan pangan,
Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan, kemaritiman dan Kelautan, Pariwisata dan
Industri;

DimensiPemerataan dan Kewilayahan.

Dalam Buku Il RPIJMN Tahun 2@039 dalam Bab VI Arah Pengembangan Wilayah

Pulau Kalimantan yang terdiri dari :

a.

Capaian Kinerja Saat ini

1. Berdasarkan data BPS dari tahun 2009 hingga Triwulan Il tahun 2014, kinerja
pertumbuhan ekonomi provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, nati pertumbuhan
ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan selama kurun waktu 20P913 sebesar
4,4 persen atau masih lebih rendah dibandingkan dengare-reda
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,9 persen. Peranan Pulau Kalimantan
dalam pembentukan PDB nasional mengalami penurunan dari 9,2 persen
(2009) menjadi 8,3 persen (Triwulan Il 2014).

2. Pemerintah Provinsi di Wilayah Pulau Kalimantan telah cukupabkg dalam

menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun 2009 hingga 2014 (Maret)
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dan sudah berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 14,15 persen
(2009) dan 11,25 persen (Maret 2014). Demikian halnya dengan pencapaian
tingkat pengangguran terbukéTPT), Pemerintah Provinsi di Wilayah Pulau
Kalimantan juga telah berhasil menurunkan TPT dan sudah di bawah TPT
nasional sebesar 7,87 persen (2009) dan 5,70 persen (Feb, 2014), kecuali di
Provinsi Kalimantan Timur yang masih berada di atas TPT Nasional.

3. Dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka di Wilayah Pulau
Kalimantan ini telah dikatakan sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan
selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun
pada masingnasing provinsi diPulau Kalimantan. Namun demikian,
pencapaian IPM di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Selatan
masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah IPM nasional sebesar 71,76
(2009) dan 73,81 (2013).

4. Dari sisi distribusi pendapatan antar golongaasyarakat, seluruh provinsi di
Wilayah Pulau Kalimantan mengalami kenaikan kesenjangan pendapatan antar
golongan. Hal ini diindikasikan dari angka Rasio Gini preuioginsi di
Wilayah Pulau Kalimantan yang cenderung meningkat pada tahun 2013
dibandinglan dengan tahun 2009. Namun, rasio gini Wilayah Pulau Kalimantan
sudah berada dibawah rasio gini nasional yaitu 0,413 (2013). Kedepan, hal ini
perlu mendapatkan perhatian agar proses pembangunan terus lebih
melibatkan masyarakat secara inklusif, sehinggesilhasil pembangunan

tersebut dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan
Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun -2019 adalah
mendorong percepatan dan perluasan pembangunaditayah Pulau Kalimantan
dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan
hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas
kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon darkpassa,
(b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi

secara terus menerus.
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Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015

2019 adalah sebagai berikut:

1.

Dalam rangka percepatan dan perluasan pengengan ekonomi Wilayah
Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pysagat pertumbuhan ekonomi di
koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah,
termasuk diantaranya adalah pengembangan 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
4 Kawasan PengembangBkonomi Terpadu (KAPET).

Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di
Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan
sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran
outcome (a) maiingkatkan rataata pertumbuhan ekonomi di daerah
tertinggal sebesar 7,2 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di
daerah tertinggal menjadi 9.6 persen; dan (c) meningkatnya Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 73.26.

Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di
Kalimatan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan
Metropolitan, serta mewujudkan optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran
sedang sebagai penyangdpuffer) urbanisasi.

Sesuai denga amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akan dilakukan
pembangunan perdesaan dengan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal
sedikitnya 450 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 180
desa.

Meningkatkan keterkaitan dedeota, dengan memperlat 7 pusatpusat
pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal
(PKL).

Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara
yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 10 Pusat Kegiatan
Strategis Nasiaal (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan
perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Meningkatnya proporsi
penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 35% untokipsi dan 10%

untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD
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propinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019
serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah
daerah yang mendapatkarpimi wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5
provinsi dan 20 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya
penggunaanblock grant(inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi
Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsidtrugndidikan
aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% da83S2ebesar 10%; (6)
Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen
pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah
Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Mghiatnya implementasi pelaksanaan
SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8)
Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya
persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala
daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan
penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan
Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah
melalui peningkatan peran gubernur se@a wakil pemerintah; (12)
terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer sematae di
wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur

8. Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana
pada 3 PKN (Kot&amarinda, Kota Pontianak dan Palangkaraya) dan 9 PKW
(Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten
Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotabaru, Kota
Balikpapan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Bdfitala dan
Kabupaten Tanah Laut) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang
berfungsi sebagai KAPET, KSN atau PKSN.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

Pengembangan Kawasan Strategis

A Pengembangan Potensi Ekondmilayah di Koridor Ekonomi Kalimantan
A Percepatan Penguatan Konektivitas

A Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK
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A Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

1. Pengembangan Kawasan Perkotaan

A
A

A

Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman.

Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap
Bencana

Perwujudan Kota Cerdas dan Berdaya Saing

Kebijakan untuk Meningkatkan Kapasitas Tata |Kel®embangunan

Perkotaan

2. Pengembangan Kawasan Perdesaan

A

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sesuai Dengan Kondisi Geografis
Desa

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial
Budaya Masyarakat Desa

Penguatan Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta
Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Pengembangan Ekonomi Perdesaan Untuk Mendorong Keterkaitan Desa

Kota

3. Peningkatan Kerkaitan Kota dan Desa di Wilayah Pulau Kalimantan

A

Perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil
dan desa, serta antar pulau

Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir deda
melalui pengembangakiaster khususnya

Peningkatan tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi kepada keterkaitan

desakota

Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan

1. Pengembangan Daerah Tertinggal
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A
A
A
A
A
A

A

Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik
Pengembangan Ekonomi Lokal

Penguaan Konektivitas dan Sislognas
Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK
Penguatan Regulasi dan Insentif
Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan

Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi

2. Pengembangan Kawasan Perbatasan

A

> > > >

Penguatan pengelolaan dan fasilitashpgasan, pemeliharaan, pengamanan
kawasan perbatasan Kalimantan

Pengembangan Ekonomi Lokal

Penguatan Konektivitas dan Sislognas

Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek

Penguatan Regulasi dan Insentif

3. Penanggulangan Daerah Bencana

Internalisasi Pengurangan RisikBencana dalam Kerangka Pembangunan

Berkelanjutan, melalui :

A

A

Penurunan Kerentanan Terhadap Bencana

Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat

Setiap program, terdapat substansi inti yang berisi asgsgdek pada sebuah program

yang dilengkapi dengan @et yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target

bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kabupaten Kutai Barat,

sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan Visi Indonesia-2015.

4.2.2. Telaahan Terhadap Rencan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
Kalimantan Timur 2012018

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tel@muat Visi Pembangunan adalah
GaSgdz2dzR1 'y YI f (MerdtadasBetkéadildNBkrbasid Agraindustri dan

9YSNEA wlYFIK [Ay3ldzy3lyéo
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Misi Pembangunan dalam rangka perwujudan Visi adalah :
1.
2.

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi;
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi ydBerkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan
Energi Terbarukan

Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Rakyat Secara Merata;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi
pada Pelayanan Publik;

Mewujudkan Kalitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berprespektif Perubahan Iklim.

Dengan Prioritas Pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

© 0o N o 0 b~ W DdPRE

Peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Percepatan Transfornsaekonomi

Percepatan pengentasan kemiskinan

Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
Pengembangan ekonomi kerakyatan

Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan
Pengembangan agroindustri

Penguatan cadangan pangan

10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar

11. Reformasi birokrasi daayanan publik

12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

4.2.3. Telaahan Terhadap Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahufi Zehtang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Barat memuat delapan (8) strategi yang selaras dengan

program pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Kutai Barat Tahun 2018021. Strategi pada Rencana Umum Tatanguéabupaten Kutai Barat

adalah sebagai berikut di bawah ini:

1.

Strategi pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan ekonomi sub
regional BIMR, EAGA meliputi:
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a) memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan ekonomi sub regionak BIMP
EAGA;
b) memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan kawasan ekonomi sub
regional BIMR, EAGA,;
c) menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan; dan
d) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
2. Strategi pengembangan ekonomi berwawasdingkungan dan berbasis kerakyatan
meliputi:
a) menetapkan potensi unggulan Kabupaten;
b) mengembangkan dan meningkatkan potensi unggulan Kabupaten;
¢) mengembangkan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan masyarakat lokal,
d) mengembangkan sarana dan prasarana penunjang;
e) mengendalikan pengembangan sektor ekonomi berwawasan lingkungan; dan
f) mengembangkan kegiatan sektor perekonomian dengan pola kemitraan bagi
masyarakat.
3. Strategi pengembangan sektor pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata
mendukung ekonomi sub regional meliputi:
a) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
b) mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan;
c) mengembangkan kawasan peruntukan kehutana
d) mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata;
e) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan; dan
f) mengoptimalkan sistem dan pola pengembangan kegiatan.
4. Strategi pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi budaya
sebag@amana dimaksud meliputi:
a) mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata budaya;
b) mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata budaya;
¢) mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata budaya; dan
d) mengembangkan pasisata dengan keterlibatan masyarakat.
5. Strategi pengembangan pusat kegiatan terintegrasi dan terpadu meliputi:
a) mendorong pengembangan pusat kegiatan di kawasan perkotaan berskala regional;

b) mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala kecamatan atau beberapa desa;
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¢) mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antar desa; dan

d) meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara
berjenjang.
6. Strategi pengembangaristem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana
lainnya yang terpadu dan merata di seluruh wilayah meliputi:
a) mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi
jalan;
b) mengembangkan dan meningkatkan sistem transpsirtvilayah;
¢) mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif;
d) meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah;
e) meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
f) meningkatkan pelayanan jaringan air minum;
g) meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu;
h) mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase; dan
i) mengembangkan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana.
7. Strategi pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya ideliputi:
a) meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
b) mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
c) meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
d) mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
e) meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
8. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan
hidup meliputi:
a) mengembalikan dan meningkatk&mgsi kawasan lindung;
b) mengembalikan fungsi hutan lindung kawasan yang mengalami kerusakan;
¢) melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul,
d) membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung;
e) Strategi penigkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
f) mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan

dan keamanan Negara;
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g) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan
strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan
peruntukannya;

h) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di
sekitar kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona
penyangga yangiemisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;

dan menjaga dan memelihara asetet pertahanan dan/atau TNI.

4.2.4. Telaahan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai
Barat

RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 28051l adéh rencana pembangunan tahap
ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2P085. Oleh sebab itu, penyusunan RPIJMD selain memuat
visi, misi, dan program Bupai dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat period@@2I6uga
berpedoman RPJPD Kabupaten Kutai Barat-20@5. Dengan kata lain dengan menyelaraskan
pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka
menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jaagjeang daerah

Sasaran pokok sebagaimana diamanatidalam RPJPD dijabarkan dalam program
pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima)
tahun berkenaan. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik
sasararsasaran pokok sebagaimana diamanatkan dal®3¥P® dan tujuan dan sasaran dari visi
dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai
permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok

sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tigmesasaran RPJMD.
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Gambar 413. Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Kutai Barat

Tahap Pengembangan Tahun 22020 adalah merupakan tahapan yang ketiga dalam
RPJP Daerdfutai Barat dengan penekanan pleamgunan adalah sebagai berikut

1. Pembangunan sarana dan prasarana dasar publik memasuki tahap pengembangan.
Pembangunan transportasi di samping melanjutkan pengembangan sarana dan
prasarana transportasi darat dan sungai, lpgiian lebih serius akan diberikan
dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana trasnportasi cepat, misalnya
transportasi udara. Pada tahap ini pembangunan sarana dan prasarana lebih
difokuskan pada upaya pengembangan jangkauan pelayanan sarana dan pgasaran
dasar publik, baik dalam upaya pengembangan SDM maupun upaya memacu
pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sarana dan prasarana dasar ekonomi
(listrik, jalan, air bersih, pasar, dan telekomunikasi) dan sarana dan prasarana dasar
dalam upaya meningkatkan kuak SDM (kesehatan dan pendidikan) terus
ditingkatkan kualitas, jumlah dan jangkauannya, dan lebih difokuskan pada daerah
daerah tertinggal, daeratlaerah terisolir dan terbelakang.

2. Jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin ditingkatkan tah-dae
daerah terbelakang dan tertinggal, terutama penyediaan tenaga guru serta tenaga
medis dan paramedis yang berkualitas dan profesional. Di samping itu, penyediaan
fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan juga semakin
ditingkatkan. Pad tahap ini, semua wilayah Kutai Barat sudah memperoleh fasilitas

dan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik dan berkualitas.
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3. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal dan
perekonomian yang berbasis masyarakat. Untuk itu dilakukeansformasi
bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif SDA daerah yang
cenderung padat modalcépital intensivg menjadi perekonomian yang berbasis
pada pemberdayaan masyarakatakour intensivk Upayaupaya tersebut
dilakukan dengan prinsipprinsip dasar: mengelola secara berkelanjutan
peningkatan produktivitas melalui pemberdayaan masyarakat, penguasaan,
penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi) IPTEK menuju ekonomi berbasis
masyarakat; mengelola secara Dberkelanjutan kelembagaskonomi yang
melaksanakan praktek terbaik dan tata pemerintahan yang loggikd governance
dan mengelola secara berkelanjutan SDA sesuai kompetensi dan keunggulan
daerah.

4. Pembangunan bidang pemerintahan umum diarahkan pada upaya peningkatan
pelayanan pblik yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah.
Penerapan prinshprinsip tata pemerintahan yang bailgdod governance dan
pemerintahan yang bersihclean government dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat akan didukung dengan peratajk kapabilitas dan kuantitas
sumber daya manusia aparatur; pembangunan fasiiaditas publik dan
penempatan aparatur hingga ke daerdherah terpencil dan terisolir dalam upaya
untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mengurangi tingkat
penyalahgunaan wewenang serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada semua
lapisan birokrasi melalui penerapan pringipnsip good governance and clean
government dan penerapan hukum secara adil, penataan dan pemberdayaan
birokrasi yang bersih dan respsif serta profesional akan dilakukan secara terus
menerus melalui peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur pemerintah dan
pendelegasian jenis pelayanan tertentu kepada kecamatan dan kampung akan
dilakukan dalam upaya mendekatkan pemerintah daerah dengasyarakatnya.

5. Di samping melanjutkan berbagai kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban
umum, sosial, hukum, budaya, adat istiadat dan nilai yang berkembang di
masyarakat, pada tahap ini upaya untuk menciptakan kelestarian lingkungan hidup

yang asri dan lestari. Hahiidimaksudkan untuk semakin meningkatkan upaya
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penciptaan lingkungan sosial dan fisik yang semakin kondusif dalam mendukung

aktivitas dunia usaha dan aktivitas masyarakat pada umumnya.

4.2.5. 17 Tujuan Global dalam Sustainable Development Goal® { 5 D®liagai
Kelanjutan Dari Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals)

SDG merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDIE&RiGm
Development Godls Tujuan Pembangunan Millenium, yang mulai dijalankan pada September
2000 darberakhir di tahun 2015. Adapun target MDGs adalah tercapainya kesejahteraan rakyat
dan pembangunan masyarakat pada 2015 yang merupakan tantangan utama dalam
pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium. Deklarasi ini diadopsi
oleh 189negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada
saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000
tersebut.

SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan
kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan,
mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia
tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini:

1) Tidak ada kemiskinan dalam bektapapun di seluruh penjuru dunia

2) Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta

mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan

3) Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk

seluruh masyarakati segala umur

4) Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan

belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan
serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua prang

5) Mencapai kesetaran gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan

6) Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

orang

7) Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya,

berkelanjutan dan modern untuk semua orang

8) Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan

kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua; orang
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9) Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang
inklusif dan berkelanjutan ser mendorong inovasi

10) Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara
negaranegara di dunia

11) Membangun kotekota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman,
berketahanan dan bekelanjutan

12) Menjamin keberlangsungan konsuinak&in pola produksi

13) Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya,;

14) Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut
untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan

15) Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkdeberlangsungan pemakaian
ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus
serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan
degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati

16) Meningkatkan  perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk
lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun
institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di salutingkatan

17) Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk

pembangunan yang berkelanjutan

4.2.6. AEC (Asean Economy Community)

AEC atalkomunitas Ekonomi Aseanerupakantujuan dari integrasi ekonomi regional
pada 2015.Adapun berikut karakteristik kunci dari perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN
2015:

1) Pasar tunggal dan produksi dasar,

2) Sebuah ekonomi yang sangat kompetifrbasiskan keunggulamilayah,

3) Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan, dan

4) Sebuah wilagh sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global.

Bidang kerjasama AEC meliputi pengembangapasitas sumber daya manusia;

pengakuan kualifikasi profesional; konsultasi mengenai kebijakan makroekonomi dan
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keuangan; langkatangkah pembiayaan dalamperdagangan; peningkatan infrastruktur dan
konektivitas  komunikasi; perkembangan elektronik transaksi melaluiASEAN;
mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan surdbgadi daerah;

dan meningkatkan keterlibatan sektor swasdalan AEC. Singkatnya, AEC akan mengubah
ASEAN ke wilayah dengan pergerakan bebas dari bgesmag,investasi, tenaga kerja terampil,

dan aliran modalAECini menjadi sebuah jalan baru untuk Kabupaten Kutai Barat membuka
arus investasi. Sesuai dengan peragat Bupati Kutai Barat yang menginginkan Kutai Barat
menjadi Kabupaten yang ramah terhadap investor. Penguatan pasar lokal dan regional menjadi
perhatian utama guna mempersiapkan pasar bebas yang berimplikasi pada eksistensi

pengusaha lokal untuk dapat lmaya saing dengan pengusaha asing.

4.2.7. Laju Inflasi

Laju inflasi yang tidak terkendali dapat memicu penurunan daya beli masyarakat,
terutama masyarakat miskin yang tidak memiliki tabungan. Selain itu, tingginya laju inflasi juga
memberikan dampak semakin melebarnya tingkat distribusi pendapatan di masyarakat. Inflasi
yang tinggi juga berpotensi menghambat investasi produktif. Halar@nka tingginya tingkat
ketidakpastian (mendorong investasi jangka pendek) dan tingginya bunga, dalam jangka

panjang inflasi yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat.

4.2.8. Terbukanya Persaingan Ekonomi Global

Eraglobalisasi dewasmi syarat dengan berbagai persaingan yang begitu kedaia
semua aspek kehidupaPRersaingan itu tidak lepas dari semua unsur kebutuhan umat manusia
yang selalu berkembang setiap detiknya. Upaya reformasi untuk sebuah perubahan pahg da
menjawab semua tantangan perkembangan era global, terlebih bagi Indonesia wajib untuk
melakukannya. Erglobalisasi ini sungguh memiliki banyak tantangan yang harus siap dan sigap
dilakukan olehsetiap pelaku pembangunamtuk bisa berbenah diri dalampeningkatan SDM
(Sumber Daya Manusia) diilamnya, termasuk pula upaya meningéat kualitas dan kuantitas
ekonomi. Ekonomi abad K&l, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu
proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negegaradi seluruh dunia menjadi
satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara.
Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan

daya saing dalam dunia usahdal ini menjadsebuah ancaman tersendiri bagi perekonomian

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV-42



dalam negeri khususnya perekonomian lokal. Jika tidak siap dan tidak mampu bersaing dapat di

pastikan kedepan perekonomian lokal akan lumpuh dan di kuasai oleh asing.

4.2.9. Kemajuan limu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan IPTEK mampu membantu manusia dalam beraktifitas. Terutama yang
berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Namun, dampak dari
perkembangan IPTEK juga berdampak ke berbagai hal skegiditan pertanian, yang dulunya
membajak sawah dengan menggunakan alat tradisional, kini sudah menggunakan peralatan
mesin.sehingga aktifitas penanaman dapat lebih cepat di laksanakan tanpa memakan waktu

yang lama dan tidak pula terlalu membutuhkan teaggng banyak.

4.2.10. Pengaruh perubahan iklim terhadap sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam menyediakan bahan pangan dan
menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Perubahan iklim memberikan dampak pada
kenaikan suhu damperubahan curah hujan sehingga membawa dampak negatif bagi sektor
pertanian. Output sektor pertanian turun seiring dengan adanya dampak perubahan iklim.
Selain itu, pengaruh kenaikan harga output pertanian di luar negeri sebagai dampak dari adanya
perubatan iklim di luar negeri, juga memberi dampak pada sektor pertanian di Indonesia.
Diperkirakan produktivitas pertanian di daerah tropis akan mengalami penurunan bila terjadi
kenaikan suhu rataata global antara <20 C sehingga meningkatkan risiko bencaglagaran.
Meningkatnya frekuensi kekeringan dan banjir diperkirakan akan memberikan dampak negatif
pada produksi lokal, terutama pada sektor penyediaan pangan di daerah subtropis dan tropis.
Terjadinya perubahan musim di mana musim kemarau menjadi lebifjapg sehingga
menyebabkan gagal panen, krisis air bersih dan kebakaran hutan. Terjadinya pergeseran musim

dan perubahan pola hujan, akibatnya Indonesia harus mengimpor beras.

4.2.11. Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)
Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI)
merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi Negara maju dan termasuk
sepuluh besar Negara di dunia pada tahun 2025. Selain itu, MP3EIl merupakan parwujud

transformasi ekonomi nasional dengan orientasi berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang
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tinggi, inklusif, berkeadilan, berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan
mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangg ke
sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air. Dalam
kurun waktu 15 tahun ke depan akan dikembangkan kladsster industri, baik untuk
meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir maupun antara ppgsit
pertumbuhan dengan wilayah penyangganya. Industri unggulan di berbagai wilayah dibangun
untuk memperkuat struktur perekonomian domestik. Dalam kaitan itu ditawarkan insentif yang
tepat kepada dunia usaha dan dengan memperbaiki iklim investasi di ddaemhh. Tujuan

dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi
melalui pengembangan delapan program utama yang meliputi sektor manufaktur,
pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, eéngag pengembagan
kawasan strategis nasional. Sementarkui dari delapan program utama tersebut mencakup

22 kegiatan ekonomi utama, yaitu industri besi baja, makanamuman, tekstil, peralatan
transportasi, perkapalan, perkayuan, nikel, tembaga, bauksit, kelapd, deavet, kakao,
peternakan, perikanarfpod estate pariwisata, telematika, batubara, alutsista, minyak dan gas

bumi, serta pengembangan metropolitan Jabodetabek dan pembangunan kawasan selat Sunda.

4.2.12. Masterplan Percepatan dan Perluasan Penururtéemiskinan Indonesia (MP3KI)
Dokumen MP3EI bertujuan mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi
Indonesia melalui peningkatan beragam investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, sedangkan MP3KI bertujuan untuk memastikan terwujudnyabp@gunan yang inklusif
dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan marjinal untuk dapat terlibat secara
langsung dan menerima manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua dokumen ini
dirancang sebagai dokumen kebijakan afirmatif dalam rangkavujuelkan pembangunan
ekonomi yangpro-growth, propoor, prgob dan pro-environment MP3KI merupakan dokumen
perencanaan yang menjabarkan konsep dan desain, arah kebijakan, strategi penanggulangan
kemiskinan, Rencana Kerja Pemerintah dan sebagainya. MP3KI menitikberatkan pada
pengembangarivelihoodmelalui berbagai kebijakan peningkatkapasitas masyarakat untuk
mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Transformasi pregragram
penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini dilakukan dengan tiga strategi utama, yaitu:

pengembangan sistem perlindungan social secara menyelyemingkatan pelayanan dasar
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kepada masyarakat miskin dan rentan, dan pengembangan penghidupastaifable

livelihood masyarakat miskin dan rentan.

4.2.13. Pembangunan Trans Kalimanatan

Pembangunanrel kereta api trans Kalimantaakan dilakukan dua talpa pada tahap
pertama, akan dibangursekitar 190 km dari kabupaten Kutai Barat himgmglabuhan di kota
Balikpapan Rel yang dibangun pada tahap pertama rencananya akan digunakan untuk
pengangkutan batubara, baik untuk ekspor maupun untuk kebutuhan datayarin Selain rel
kereta api dan komponen bergeraknya, ada pula rencana pembangunan terminal laut untuk
pengangkutan batubara dengan kapal dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Di sepanjang
jalan akan ada kabel optik untuk internet berkecepatan tinggi Habel tegangan tinggi yang
menjamin kestabilan pasokaistrik. Biaya pembangunan proyek tahap pertama tersebut ialah
1.7 miliar dolar AS. Volume lalu lintas barang di tahun pertama setelah peluncuran tahap awal
tersebut adalah 8 juta ton. Jumlah angkotakan bertambah hingga D juta ton di tahun
keempat, dengan kemungkinan pertambahan lebih lanjut hingga 45 juta ton bersataagan
pembangunan tahap kedua.

Pada tahap kedua, akan ada perpanjangan jalan ke provinsi Kalimantan Tengah dengan
transis menggunakan traksi listrikikd pemerintah Indonesia setuju, maka jalur kereta api juga
akan digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan, pertanian, komoditi lain, serta menjadi
angkutan penumpang. Realisasi proyek jalur kereta api ini diharapkan dapgerage 2.500
pekerja lokal. Sebanyak 10.000 pekerja tambahan juga dibutuhkan untuk proyek lain yang

berhubungan, dan dalam hal ini warga lokal akan menjadi prioritas dalam perekrutan pekerja.

4.2.14. Jaminan Kesehatan Nasional dan Badan Penyelenggarandemsosial

Dalam UndangJndang Nomor 36 tahun 2009 di tegaskan bahwa setiap orang
mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan
terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program
jaminan kesehatan sal. Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas,
pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui
Jaminan kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. tsw@argg nomor 24 tahun
2011 juga menetapkan, jaminan Sosial Nasional akan di selenggarakan oleh BPJS yang terdiri

atas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Mendukung pelaksanaan tersebut, Kementrian
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Kesehatan memberikan prioritas kepada jaminan kesehatan dalam reformasi taseha
Kementrian Kesehatan tengah mengupayakan suatu regulasi berupa Peraturan Menteri, yang
akan menjadi payung hukum untuk mengatur antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan
kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutantuRera
Menteri juga akan mengatur jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan dan pelayanan obat

dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

4.2.15. UndangUndang Desa

Substansi isi UndaAdndang Desa, yaitu dianggarkannya dalakasi desa (DAD)
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Udddagg Desa menginginkan
adanya pembangunan di mulai dari Desa, atau dengan kata lain Uniddagg tersebut
merupakan titik awal pelaksanaan otonomi desa. Poin penting laanmdéindangJndang Desa
yaitu soal penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Di dalam Lddagg Desa diatur
penganggaran penghasilan tetap kades dan perangkat desa di BaBkan mekanisme atau
standar nilainya mengacu pegawai negeri sipil (PN&nuwn di dalam Undang/ndang Desa
belum bisa menjelaskan detail yang dimaksud dengan penghasilan mengact(dPiySidak
kalah penting ketentuan yang mengatur masa maksimal jabatan kades selama tiga periode.
Masa satu periode ditetapkan selama enam tah8etdah UndangUndang Desa ditetapkan,
selanjutnya pemerintah tinggal membuat peraturan pemerintah (PP).Tahap selanjutnya yaitu

setiap kabupaten harus membuat peraturan daerah (perda) tentang ketentuan tersebut.

4.2.16. Undangundang Nomor 24 tahun 2013 teahg Perubahan Atas Undanghdang
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Diterapkannya undangndang sistem kependudukan baru vyaitu Undahglang
Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudkan, membuat Pendapatan Asli Daerah setiap daerah akan berkurang karena aturan
UU baru tersebut, seluruh Dinas Dukcapil di Indonesia tidak boleh lagi memungut retribusi
untuk semua pembuatan administrasi kependudukan. Retribusi yang dihapuskan di aatarany
pembuatan KTP baru, perpanjangan KTP, pembuatan kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta

kematian.
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4.2.17. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas
pendidikmerupakan solusi untuk mengurangi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar
wilayah kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik akan menjadi pemicu peningkatan capaian

indikator-indikator pendidikan di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Kutai Barat.

4.2.18. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang baik adalah melalui
penyediaan berbagai fasilitas kesehatan damypduhan kesehatan agar masyarakat dapat
berperilaku hidup sehat. Adapun upaya untuk menilai keberhasilan pembangunan dibidang
kesehatan salah satunya adalah dengan berdasarkan situasi derajat kesehatan. Oleh karena itu
derajat kesehatan merupakan keharasguna menilai hasil pelaksanaan program kesehatan
yang dijalankan. Guna menilai keberhasilan pembangunan kesehatan maupun sebagai dasar
dalam menyusun rencana untuk masa yang akan datang mutlak diperlukan analisa situasi
derajat kesehatan tersebut. Upayeningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui program
pembinaan kesehatan keluarga yang meliputi upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Bayi, Anak

Pra Sekolah dan Anak Usia Sekolah, Kesehatan Reproduksi Remaja, dan Kesehatan Usia Subur

4.2.19. Peningkatan kesempatan kerja

Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka berpotensi menimbulkan berbagai
permasalahan sosial. Kerja merupakan fitrah manusia yang asasi. Ekspresi diri diwujudnyatakan
dalam bekerja. Apabila dicermati pergolakan dan ketidakamanag yiamoul di berbagai
daerah dan tempat sering bersumber dari sulitnya mencari kerja bagi suatu kehidupan yang
layak. Peningkatan kesempatan kerja harus dilakukan dengan berbagai upaya dan inovasi
sehingga pemerintah kabupaten Kutai Barat mampu memberikéormasi dan kesempatan

kerja kepada masyarakat semaksimal mungkin.

4.2.20. Pengoptimalan Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang
saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang

dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinanatyiakipahami
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hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhiakakasar dan
perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan
secara bermartabat. Hakak dasar yang diakui secara umum meliputi teng@nya kebutuhan
pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya
alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak
untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialitik, baik bagi perempuan maupun lakiki.

Upaya yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan adalah:
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan sumber
daya setempat; Pengembangan industri perdesaan yang didukaledy pembinaan
kemampuan, regulasi yang tidak menghambat, dan fasilitasi akses pasar; Pengembangan pusat
layanan informasi perdesaan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat miskin; dan

Revitalisasi kelembagaan koperasi perdesaan yang berbasis alagyar

4.2.21. Percepatan penanganan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan desa

Infrastruktur di setiap kabupaten merupakan hal yang sangat penting guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat, begitu pula di Kabupaten Kutai Barat, sebagai contoh:
tersedianyajalanjalan akan sangat membantu berkembangnya masyarakat di suatu wilayah,
kegiatan bisnis atau usaha di suatu wilayah akan semakin berkembang seiring dengan semakin
baiknya ketersediaan infrastruktur jalan yang merupakan akses ke wilayah tersebut. [adgit
jenisjenis infrastruktur lain seperti infrastruktur tenaga listrik, penyediaan air minum,
infrastruktur persampahan, dan juga infrastruktur telekomunikasi. Memperhatikan kondisi
infrastruktur jalan khususnya jalan kabupaten dan jalan desa yang isiaatembutuhkan
adanya prioritas penanganan secara optimal, karena menjadi kebutuhan mendesak untuk
mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan
daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan wilayah serta meningkatksejakeeraan

masyarakat.

4.2.22. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Dinamika pembangunan yang terjadi saat ini akan berdampak pada alih fahgsi
produktif pertanian, khususnya di lokasi lahan pertanian yang ditetapdelragai lahan

pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sehingga perlu uppagga pengendalian untuk
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menjaga konsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah dedmgka mendukung perwujudan

pencapaian target ketahanan pangan nasional

4.2.23. Gender

Integrasipengarusutamaan gender kedalam siklus perencanaan dan penganggaran baik
di Tingkat Pusat maupun Daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya
pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan
manfaat pemlangunan bagi seluruh penduduk Indonesia baik-lkE#i maupun perempuan,
anak lakiaki maupun anak perempuan. Terkait dengan hal tersebut, Isu strategis gender yang
perlu memperoleh perhatian adalah :

U Pelaksanaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender logitimal;

U Masih banyaknya SKPD yang belum membentuk focal point;

U Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masiaging SKPD;

i Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsif Gender kedalam Perencanaan

Penganggamayang Responsif Gender (PPRG)

Isu Strategis Gender ini nantinya akan berdampak pada peningkatan kapasitas SDM
penggerak PPRG di daerah. Dengan meningkatnya kapasitas SDM penggerak PPRG daerah
diharapkan dapat mengawal pelaksanaan PPRG di mamising SKPD sehingga program dan
kegiatanyang dilakukan SKPD bedmmar dapat mengintegrasikan isu kesenjangan gender

sehingga dapat menjawab permasalahan pembangunan dimasasing sektor.

4.2.24. Situasi Pangan Nasional

Situasi pangan di tahun 2016 ini belum memperlihatkan hal yaggggembirakan. Dari
hasil kajian Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di 61 kabupaten, petani
yang sudah menanam pada Oktober 2015 hanya 3,6 persen, November 39,3 persen, dan
DesembeifFebruari 57,1 persen atau mundur sekitar 1,5 hindga bulan.Situasi ini cukup
kritis, kecualiLa Ninaberbaik hati memberikan berkah hujan pada musim kemarau. Pengisian
waduk akibatEl Nino2015 juga tidak maksimal sehingga sawah beririgasi teknis juga akan
mengalami kendala kecukupan air. Jika musimaeu benar dimulai Mei, produksi pangan di
Indonesia akan bendsenar terancam. Produksi padi tahun 2016 diperkirakan sama atau sedikit
lebih rendah dibandingkan 2015. Situasi perberasan internasional juga mirip dengan situasi di

Indonesia. Produksi beraglobal diproyeksikan sedikit menurun dari 478,76 juta ton tahun
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2014/2015 menjadi 469,50 juta ton tahun 2015/208ASDEBJSDA, Maret 20)6atau sebesar

1,9 persen. Sementara total yang diperdagangkan sebesar 41,62 juta ton menurun sebesar 4,5
persen. Selwh eksportir beras utama, yaitu India, Pakistan, Thailand dan Vietham, menurun
produksinya berturuturut sebesar 2,4; 1,6; 20,0; dan 0,1 persen.

Dengan demikian, pasar beras internasional tahun 2016 akan ketat yang memungkinkan
harga beras internasionaieningkat. Harga beras yang cenderung meningkat sering Kkali
menimbulkan fenomenaountercyclical yakni negaranegara eksportir justru menahan stok
mereka untuk stabilisasi harga di dalam negeri. Produksi jagung dunia diperkirakan juga
menurun dari 1.0098 juta ton (2014/2015) menjadi 969,64 juta ton (2015/2016). Penurunan
produksi jagung juga menurunkan jagung yang diperdagangkan di pasar internasional, yaitu dari
141,21 juta ton menjadi 119,73 juta ton atau sebesar 15,2 persen. Hal ini akan meningkatkan
harga jagung dunia yang berimbas ke harga jagung di Indonesia dan semua produk turunannya.
Sebaliknya, produksi gandum dan kedelai diperkirakan meningkat yang meningkatkan impor

kedua komoditas ini oleh Indonesia.
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